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Vasektomi Diusulkan Jadi Syarat Penerima Bansos ,
Berikut Langkah Mensos
Prolite – Menanggapi usulan penerima bantuan sosial (Bansos)
harus  Vasektomi  yang  dikeluarkan  oleh  Gubernur  Jawa  Barat
(Jabar) Dedi Mulyadi.

Menteri  Sosial  (Mensos)  Saifullah  Yusuf  akan  mempelajari
perihal usulan vasektomi yang di berikan oleh Gubernur Jabar
tersebut.

“Ya  ini  kami  sedang  mempelajari  ide  itu  ya.  Jadi  semua
ketentuannya sedang kita pelajari,” kata Gus Ipul di Kompleks
Istana, Jakarta, Rabu (30/4).
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Menurut  Gus  Ipul,  usulan  soal  KB  itu  cukup  baik.  Tetapi,
memang harus dikaji dan dipelajari lebih lanjut jika ingin
dijadikan syarat menerima bansos dan beasiswa.

“Itu sih ide baik gitu ya untuk KB ya, keluarga berencana itu
baik  juga.  Tapi  kami  masih  memerlukan  waktu  untuk  bisa
mempelajari. Karena penyaluran itu ada proses yang harus kita
lalui. Tidak bisa terus dipaksa tiba-tiba,” jelasnya.

Net

Dalam hal ini Dedi Mulyadi bermaksud diambil langkah tersebut
agar  pemberian  pemerintah,  termasuk  provinsi,  jadi  lebih
merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga
saja.

Maka dari itu masukan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat
tersebut masih harus di kaji ulang dari segi manapun.

Bantuan pemerintah tersebut bisa mulai dari bantuan kesehatan,
kelahiran, hingga bantuan lainnya.

Dedi Mulyani menjelaskan dengan tegas tanpa adanya kebijakan
yang  tegas,  maka  nantinya  dana  bantuan  sosial  masyarakat
tersebut tidak tersalurkan dengan tepat sasaran.

Dedi menilai, kebijakan ini merupakan solusi atas fenomena
banyaknya  keluarga  prasejahtera  yang  melahirkan  melalui
operasi sesar dengan biaya sekitar Rp 25 juta per tindakan.

“Uang segitu bisa untuk bangun rumah kan. Makanya, berhentilah
bikin  anak  kalau  tidak  sanggup  menafkahi  dengan  baik,”
ujarnya.
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Pemkot Bandung Siap Dukung Kepemimpinan Gubernur
Jawa Barat
Prolite – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menghadiri acara
serah  terima  jabatan  Gubernur  Jawa  Barat  yang  dilanjutkan
dengan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat di Kantor DPRD
Provinsi  Jawa  Barat,  Jalan  Diponegoro,  Jumat,  22  Februari
2025.

Farhan  mengucapkan  rasa  syukurnya  karena  Jawa  Barat  telah
resmi memiliki gubernur baru.

“Alhamdulillah, hari ini kita sudah resmi memiliki gubernur
baru di bawah kepemimpinan Pak Dedi Mulyadi,” ujar Farhan
kepada Humas Kota Bandung usai acara di Kantor DPRD Provinsi
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Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Jumat, 22 Februari 2025.

Menanggapi pidato Gubernur Jawa Barat baru, Wali Kota Bandung,
Muhammad  Farhan,  menyampaikan  komitmen  dalam  mendukung
kepemimpinan Dedi Mulyadi.

dok Pemkot Bandung

“Insyaallah, kami sebagai ‘ibu kos’ bagi pemerintahan provinsi
tentu saja harus menjaga dan akan menjadi bagian yang tidak
terlepaskan untuk memastikan bahwa Kota Bandung sebagai Ibu
Kota Jawa Barat akan selalu kondusif sebagai titik tolak untuk
pembangunan dan kemajuan Jawa Barat,” ujar Farhan.

Sebelumnya,  Gubernur  Jawa  Barat  periode  2025-2030,  Dedi
Mulyadi, menyampaikan pidatonya di hadapan anggota DPRD dan
kepala daerah se-Jawa Barat.

Dedi  Mulyadi  memperkenalkan  konsep  “Manusia  Pancawaluya,”
yakni manusia yang cageur (sehat), bageur (baik hati), beneur
(jujur), pinteur (cerdas), dan singeur (cekatan).

Menurutnya,  pembangunan  Jawa  Barat  harus  berlandaskan  pada
kesejahteraan  dan  kesehatan  masyarakat  dengan  menjaga  alam
serta memperkuat karakter individu.

Dedi  menegaskan,  tahun  2025  dan  2026  akan  menjadi  tahun
investasi modal bagi Jawa Barat.

Beberapa program prioritas yang dicanangkan antara lain:
– Penyelesaian infrastruktur jalan provinsi.
– Penyediaan ruang kelas baru.
– Penyelesaian status kepemilikan tanah untuk sekolah.
– Pembangunan puskesmas dan jaringan listrik.
– Perbaikan rumah bagi masyarakat miskin.
– Pembangunan dan optimalisasi sistem irigasi.
– Penyelesaian permasalahan pengelolaan sampah dengan solusi
konkret, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah



(PLTSa) dalam 2-3 tahun ke depan.

Ia menargetkan agar seluruh proses ini dapat terselesaikan
dalam  waktu  yang  ditentukan  untuk  memastikan  kesejahteraan
masyarakat Jawa Barat.

Dalam aspek ekonomi dan fiskal, Dedi menekankan pentingnya
efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Menurutnya, investasi tidak boleh hanya menjadi alat bagi tim
sukses,  melainkan  harus  memberikan  manfaat  nyata  bagi
masyarakat.

Oleh karena itu, ia berencana melakukan audit investigatif
untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran.

Dedi  juga  mengusulkan  penguatan  peran  Bank  Jabar  dalam
mendukung investasi berbasis masyarakat.

Selain itu, ia merencanakan pemanfaatan dana Corporate Social
Responsibility (CSR) untuk pembangunan sekolah guna memastikan
akses pendidikan bagi anak-anak Jawa Barat.

Pada  ujung  pidatonya,  Dedi  menyampaikan  tekadnya  untuk
menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang bermartabat dan
menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan anggaran
yang baik.

Ia membuka ruang bagi kritik dan masukan konstruktif dari
masyarakat demi mewujudkan Jawa Barat yang lebih baik.

“Lembur diurus, kota ditata, Jabar istimewa,” pungkasnya.
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West Java Festival 2023 Digelar Lebih Meriah dari
Tahun Sebelumnya
BANDUNG, Prolite – West Java Festival atau WJF 2023 yang di
selenggarakan selama 2 hari ini diselenggarakan hanya untuk
sekedar perpisahan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat.

Sebelumnya West Java Festival pernah di selenggarakan setiap
tahun sejak 2019, namun untuk event tahun ini dinilai lebih
meriah dari tahun sebelumnya.

Untuk kali ini WJF 2023 diselenggarakan sekaligus seremonial
perpisahan Ridwan Kamil sebagai Gubernur.

Bahkan  event  ini  dinilai  pemborosan  anggran  hanya  untuk
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seremonial perpisahan Gubernur Jawa Barat.

Untuk event WJF 2023 yang di selenggarakan pada hari Sabtu 2
September 2023 menghadirkan berbagai artis terkenal seperti
Band Gigi hingga JKT 48.

Kedua bintang tamu yang kita ketahui bahwa memiliki tariff
yang mahal untuk bisa mendatangkan keduanya.

Dewan  Daerah  Forum  Indonesia  untuk  Transparansi  Anggaran
(FITRA),  Nandang  Suherman  menilai,  WJF  2023  yang  digelar
sangat  meriah  merupakan  tindakan  kekanak-kanakan
dan  penghamburan  anggaran.

Apalagi  hingar-bingar  event  tahunan  semenjak
kepemimpinan Ridwan Kamil tersebut lebih meriah dari biasanya
di ujung jabatan.

“Menurut bahasa anak zaman dulu. Oces teuing (terlalu kekanak-
kanakan) di penghujung jabatan (Ridwan Kamil sebagai Gubernur
Jabar),  menggelar  event  besar  mengundang  artis  di  tengah
suasana kemarau seperti sekarang,” ujar Nandang, dikutip dari
.

Kita lihat kondisi sekarang masyarakat Kota Bandung sedang
mengalami  dampak  kemarau  panjang  ditambah  fenomena  elnino
masyaratak sedang kesusahan air.

Bukan hanya itu namun petani banyak yang mengalami gagal panen
dan masih adanya masyarakat yang belum sepenuhnya bangkit dari
pandemi Covid-19.

“Itu  lebih  banyak  hanya  menyalurkan  hasrat  sesaat,
menegaskan Gubernur Jabar kalau perpisahannya ingin direspons
publik  dalam  suasana  riang  gembira.  Tapi  kenyataannya,
masyarakat pinggiran saat ini sedang dalam suasana sulit,”
katanya.

Alangkah baiknya jika anggrana yang di keluarkan untuk acara
West  Java  Festival  tahun  2023  ini  di  pergunakan  untuk



kepentingan  pembangunan  yang  belum  dilakukan  Gubernur.


